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Abstrak
 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga intelijen keuangan yang bertugas

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, salah satu fungsinya berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

adalah melakukan kegiatan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam kerangka proses intelijen yang

merupakan pengembangan analisis untuk menemukan dugaan/indikasi suatu tindak pidana ataupun

memperkuat suatu dugaan awal adanya tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis

normatif berupa studi kepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur buku-buku, peraturan-peraturan

dan pedoman-pedoman, dan juga melakukan wawancara dengan narasumber.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan oleh

PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang? Bagaimana kendala yang dihadapi PPATK dalam melaksanakan pemeriksaan yang

optimal?. Pemeriksaan terdiri dari 2 (dua) bagian besar, yaitu pemeriksaan proaktif dan pemeriksaan reaktif.

Pemeriksaan proaktif adalah pemeriksaan didahului dengan melakukan analisis terhadap laporan transaksi

keuangan mencurigakan yang masuk ke PPATK beserta dokumen pendukung, sedangkan pemeriksaan

reaktif adalah dalam hal terdapat inquiry (permintaan) dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan.

Proses atau cakupan pemeriksaan meliputi kegiatan pra-pemeriksaan, pemeriksaan, dan post pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan memiliki peranan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Dalam pelaksanaannya, PPATK mengalami kendala baik secara internal ataupun eksternal dalam

menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang optimal. Kajian terhadap kelembagaan PPATK, peningkatan

sumber daya manusia, serta kerjasama dan koordinasi pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam

pembangunan rezim anti pencucian uang Indonesia.

......Indonesian Financial Transaction and Analysis Centre, as a financial intelligence unit which is

established to prevent and eradicate money laundering, has one among some functions according to Law

Number 8 Year 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, that is to conduct

examination. Examination is carried out in relation with the intelligence process as the extended activity of

analysis which is aimed at finding allegation/indication of particular crime or to support the initial allegation

of such crime. By using the research method of normative juridical in which one of them is library study,

which is analysing documents such as books, provisions, guidance, and also interview with experts.

This study is aimed at answering some problem questions: How is the examination conducted by PPATK

according to Law Number 8 Year 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering?

How/what are the obstacles faced by PPATK in conducting the optimum examination?. Examination is

divided into two, namely proactive examination and reactive examination. Proactive examination is the one

which is initiated by performing analysis on the suspicious financial transaction report, along with the
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supporting documents, which are received by PPATK. Meanwhile, reactive examination is conducted in

order to fulfil the information request (inquiry) from the law enforcement agencies. The process or scope of

examination consists of three activities i.e., pre-examination, examination, and post-examination.

The result of examination has a strategic role in preventing and eradicating money laundering. In performing

this activity, PPATK undergoes some obstacles, either internal or external, in generating the optimum report

of examination result. The review on PPATK as an organization, the quality improvement of human

resources, and also cooperation and coordination among the stakeholders is deemed necessary to establish

the Anti-Money Laundering Regime in Indonesia.


